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KEPUTUSAN BUPAT!I ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/236 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan keteatuan dalam Pasal 10
ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980
tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan
Landreform, perlu membentuk Panitia Pertimbangan
Landreform Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan
Landreform Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2043);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Il Aceh Singkil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3827);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
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6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5613);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

9. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang
Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 172);

10. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform;

11. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Kabupaten Aceh Singkil Nomor 035) sebagaimana telah
diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten
Aceh  Singkil Nomor 4 Tahun 2016  tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PERTIMBANGAN  LANDREFORM KABUPATEN ACEH
SINGKIL.

KESATU : Susunan Keanggotaan Panitia Pertimbangan Landreform
Kabupaten Aceh Singkil tercantum dalam lampiran yang
merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Aceh Singkil
mempunyai tugas:

a. menginventarisasi lokasi dan luas tanah yang akan
dijadikan Obyek Landerform dalam Kabupaten Aceh
Singkil;

b. menghimpun dan mengindentifikasi  data yang
diperlukan  untuk dapat menyelesaikan proses
penyelenggaraan Landreform dalam Kabupaten Aceh
Singkil;

¢. melakukan Koordinasi dengan instansi terkait dalam
upaya mendapatkan data dan merumuskan masalah
penyelenggaraan Landerform dalam Kabupaten Aceh
Singkil;
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d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati
Aceh  Singkil terkait dengan  Penyelenggaraan
Landreform dalam Kabupaten Aceh Singkil;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Bupati Aceh Singkil.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) melalui Pos Anggaran Kantor
Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 2 4gustus J022
& Povarram 7999 7
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ARTHUNIS

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara

2. Inspektur Inspektorat Darah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil

3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung
jawab
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

NOMOR 188.45/236 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN
LANDREFORM KARUPATEN ACEH SINGKIL.
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